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. Ratifikasi ekstradisi tersangkut di pemerintah

Ratifikasi Ekstradisi

Tersangkut di Pemerintah

KEMENTERIAN Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Ke-
menkum dan HAM) masih
menunggu salinan dokumen
perjanjian ekstradisi antara
pemerintah Indonesia dan
Singapura dari Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu).

Sebelumnya, Menteri Hu-
kum dan HAM Yasonna H
Laoly menandatangani per-
janjian ekstradisi Indonesia-
Singapura di Bintan, Kepu-
lauan Riau, 25 Januari 2022,
Perjanjian itu bermanfaat
untuk mencegah dan mem-
berantas tindak pidana yvang
bersifat lintas batas negara
seperti korupsi, narkotika, dan
terorisme.

Meskipun telah ditanda-
tangani, perjanjian ekstradisi
belum dapat berjalan efeltif
karena harus ada ratifikasi
dengan pengesahan sebagai

undang-undang oleh DPR ber-
sama pemerintah.

“Kita (Kemenkum dan
HAM) belum mendapat copy
dokumen perjanjian dari
Kementerian Luar Negeri”
ujar Kepala Bidang Humas
Kementerian Hukum dan
HAM Tubagus Erif Faturah-
man ketika dihubungi, ke-
marin.

Berkenaan dengan itu, ia
mengatakan Kemenkum dan
HAM telah berkirim surat ke-
pada Kemenlu. Surat itu berisi
permintaan salinan dokumen
perjanjian.

“Kemenkum dan HAM sudah
sampaikan surat permintaan
ke Kementerian Luar Negeri,
tapi belum ada jawaban,” tu-
tur Tubagus.

Namun, pihak Kemenlu
menyatakan salinan dokumen
tersebut sudah disampaikan

kepada Kemenkumn dan HAM.
Juru bicara Kementerian Luar
Negeri Teuku Faizasyah me-
mastikan salinan dokumen
perjanjian tersebut kini telah
diberikan kepada Kemenkum
dan HAM untuk diproses se-
lanjutnya.

“Salinan dokumen ekstra-
disi sudah ada di Direktorat
Otoritas Pusat dan Hukum
Internasional,” kaya Faiz saat
dihubungi, kemarin.

Di tempat terpisah, anggota
Komisi [ DPR Sukamta menu-
turkan Komisi I menunda per-
temuan dengan Kemenlu un-
tuk mempelajari lebih lanjut
perjanjan ekstradisi dengan
Singapura. Pertemuan akan
dijadwalkan kembali dalam
waktu dekat.

“Belum terlaksana karena
ada lockdown di Komisi [," ung-
kap Sukamta. (Ind/Aiw/P-2)



